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Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala
puji bagi Allah (yang merajai semesta alam) yang telah melimpahkan rahmat,
taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
Salawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. , yang telah
membimbing kita ke jalan yang benar, yakni agama Islam.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Pemikiran Moh. Hatta Tentang
Peran Pemerintah Dalam Ekonomi Sosialis Indonesia (Perspektif Syari'ah
Islam)”, penyusun menyadari bahwa skripsi ini, masih banyak memiliki
kekurangan. Namun demikian, penyusun berharap skripsi ini dapat memenuhi
persyaratan untuk diajukan guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam
hukum Islam di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selanjutnya, dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa
tidak mungkin akan bisa terselesaikan dengan baik tanpa jasa dari semua pihak
yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penyusun
ucapkan terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak Drs. Syamwsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Oman Fathurrohman S.W. M.Ag. dan Drs. Ach. Pattiroy MA.

selaku Pembimbing | dan Pembimbing |l, yang telah memberikan masukan

dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.



3. Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dorongan baik moril maupun
materiil , sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT. agar cahaya dan
rahmat-Nya senantiasa dicurahkan kepada semua pihak yang telah mambantu
dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, penyusun berharap semoga karya sederhana ini dapat
memberi manfaat bagi diri penyusun sendiri dan para pembaca, dan semoga

senantiasa mendapat rida dari Allah SWT., Amin.

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Awal 1421 H
5 Juni 2000 M

Penyusun,

Musbagh Ni'am
NIM. 9538 2420
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TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi kata-kata berbahasa Arab yang dipakai dalam

penulisan-penulisan skripsi ini berpedoman pada “Penulisan Transliterasi Arab

Latin” yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.

0543/b/UI1987.

Adapun pedomannya sebagau berikut:

|. Konsonan Tunggal

158/1987 dan No.

Arab Nama Latin

| Alif -

[
—
W)
—

- S3 S

. Jim i
C Ha H
¢ Kha Kh
B Dal D
3 zal z
J R3 R
J Zai .

| o Sin S
O Syin Sy
o S&d S
ol Dad D

Keterangan

Tidak dilambangkan

S dengan titik di atas

H dengan titik di bawah

Z dengan titik di atas

S dengan titik di bawah

D dengan titik di bawah
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U

b T3 T T dengan titi di bawah |
DL

| z2a s Z dengan titik di bawah
‘ d ‘Ain ‘ Koma terbalik, tapi dapat |
diganti dengan apostrof ]'
|_ & Gain G -
oG Fa F :
@ Qaf Q -
< Kaf K }
J Lam L .
e Mim M -
O Nan N =
i 3 Wawu w s
® Ha H =
& Hamzah ) Apostrof
S Ya Y |

Il. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
(9 4amia ditulis Muta'aqgidain
32 ditulis ‘Iddah
lll. T’ marbutah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis H
4 ditulis Hibah
4332 ditulis Jizyah
(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah

diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb. Kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).
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2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis T.
&) 4an ditulis Ni'matullah.
hdll 3185 ditulis Zakatul-Fitr.
IV. Vokal pendek

_~ (Fathah) ditulis A

o (Kasrah) ditulis |

_2 (Dammah) ditulis U
V. Vokal panjang

1. Fathah + Alif, ditulis A
Alela ditulis Jahiliyyah
2. Fathah + Ya' mati ditulis A
™ ditulis Yas'a
3. Kasrah + Ya' mati ditulis T
424 ditulis Majid
4. Dammah + Wawu mati, ditulis [v]
w42 ditulis Furld
VI. Vokal rangkap
1. Fathah + Ya’' mati, ditulis Ai
aSin ditulis Bainakum
2. Fathah + Wawu mati, ditulis Au
J 8 ditulis Qaul
VIl. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan
apostrof
Al ditulis A'antum
< 2ei ditulis U'iddat
s Sd O ditulis La'in syakartum
VIIl. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf gamariyyah ditulis Al-
G dituis Al-Quran



2 Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L-nya.
¢lawdl ditulis As-sama.

IX. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan EYD.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

a3 AN (s 53 ditulis Zawi al-furlid.
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BABI|

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka
berdasarkan Pancasila dan UUD 45 adalah membebaskan diri dari penjajahan
bangsa asing, di samping untuk melindungi segenap bangsa, memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupannya dan yang terpenting
adalah untuk mencapai tujuan akhirnya, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

Sistem ekonomi sebagai satu sub sistem dari sistem sosial politik budaya
nasional, harus mampu mewadahi program-program kegiatan dan kebijaksanaan
ekonomi yang mengarah kepada perwujudan keadilan sosial terseburt.”’

Dibesarkan di bawah tindasan imperialisme dan kapitalisme kolonial,
dengan sendirinya pergerakan kebangsaan tidak bisa menerima bentuk ekonomi
liberalisme. Hal demikian menimbulkan pandangan anti kapitalis. Penolakan
terhadap sistem kapitalis, tidak dengan sendirinya membawa pada persetujuan
terhadap sosialisme. Namun pada masa pergerakan nasional, hampir semua
aliran, baik yang nasionalis maupun agamis mengajukan sosialisme sebagai cita
masyarakat ekonomi yang diidamkan untuk Indonesia merdeka.”’

Moh. Hatta, salah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia
yang sekaligus sebagai perumus pasal-pasal ekonomi dalam UUD 45

mengatakan bahwa salah satu sebab timbuinya sosialisme adalah perintah

L Mubyarto, Ekonomi Pancasila, Cet.1 (Jakarta: LP3S, 1987), him. 62.

%) Moh. Hatta, Kumpulan Karangan (Jakarta: Balai Buku Indopnesia, 1950),11 : 234.



agama. Karena adanya etik agama yang menghendaki rasa persaudaraan dan
tolong-menolong antara sesama manusia dalam pergaulan hidup itulah orang
terdorong ke arah sosialisme.

Moh. Hatta mencita-citakan sebuah sosialisme Indonesia bersama-sama
dengan Bung Karno walaupun versi mereka tidak sama. Keduanya bertolak dari
kritik terhadap kapitalisme Eropa Barat, dalam hal ini Belanda, yang di Indonesia
diwujudkan dalam bentuk kolonialisme. Kritik ini sudah dimulai sejak masuknya
pengaruh faham sosialisme yang pada dasa warsa pertama abad XX dibawa
oleh Sneeviiet ke dalam gerakan rakyat, Sarekat Islam (S), yang secara nyaring
diartikulasikan oleh Tjokro Aminoto dan Haji Agus Salim dalam versi sosialisme
Islam.®

Sosialisme Indonesia muncul dari nilai-nilai agama dan budaya
masyarakat indonesia, terlepas dari Manisme. Sosialisme tidak harus diartikan
sebagai hasil hukum dialektika tetapi sebagai tuntutan hati nurani, sebagai
pergaulan hidup yang menjamin kemakmuran bagi setiap orang, memberikan
kesejahteraan yang merata, bebas dari segala tindasan.*

Sosialisme tidak semat-mata hanya berbicara tentang masalah ekonomi ,
ia juga mempunyai bidang sosial dan kultur yang luas, akan tetapi masalah
ekonomi adalah dasarmnya. Sebab masyarakat yang tidak mempunyai dasar _
ekonomi yang kuat, tidak sanggup melaksanakan pendidikan dan perbaikan
sosial yang sempurna. Karena itu pembangunan sosialisme harus bermula pada

pembangunan ekonomi.”

? M. Dawam Raharja, Kepltalisme, Duly, dan Sekarang, Cet. 1 (Jakarta: RujaGrafindo
Persada, 1887), him. 5.

® Moh. Hatta, Persoalan Ekonomi Sosialis indonesia, Cet, 2 (Jakarta: Djambatan, 1967),
him. 14,

5 1bigt,, him. 27.
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Dalam pemikirannya mengenai sistem ekonomi sosialis Indonesia ia
mengatakan: terdapat sejumlah fungsi sosial yang tidak dapat ditunjukkan tanpa
melalui kekuatan politik dan kemampuan untuk melaksanakan keputusan. Untuk
melindungi kehormatan hidup anggota masyarakat, untuk meyakinkan suatu
derajat kebebasan bagi semua dan untuk berbuat adil, merupakan fungsi-fungsi
yang disyaratkan bagi wewenang dengan kekuatan yang luas. Wewenang yang
sedemikian luas itu hanya dimiliki oleh negara yang berada di atas individu-
individu dan lebih luas lagi, di atas semua lembaga dalam suatu masyarakat.

Gagasan campur tangan negara dalam perekonomian tercermin antara
lain dalam pasal 33 UUD 45: “1) Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas azas kekeluargaan. 2) Cabang-cabang produksi yang
penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara. 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat”. Pasal 27 (2) : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dan pasal 34 : “Fakir miskin dan
anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” ®

Penafsiran terhadap pasal 33 UUD 45 tersebut menimbulkan suatu
ketentuan bahwa bangsa Indonesia cenderung untuk membatasi hak milik
perseorangan atas tanah. Tanah tidak merupakan milik mutlak tetapi ditentukan’
bahwa kekuasaannya ada pada negara. Demikian pula pemilikan atas cabang-
cabang produksi terdapat pembatasan. Yang penting dan yang menguasai hajat

hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Di samping itu warga negara berhak

% Ibid., him. 23-24.

7 Ahmad Azhar Bashir, Garis-Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Cet. 3 (Yogyakarta;
Dana Bhakti Wakaf, 1995), him. 51.



atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara harus
mempunyai rencana yang teratur untuk memenuhi tuntutan yang asasi ini.
Oleh karenanya dalam sistem tenaga kerja, untuk meningkatkatkan taraf hidup
mereka, dibuatlah suatu sistem bahwa pekerja dalam bekerja tidak hanya
memperoleh upah tiap bulan, tetapi juga diberi kesempatan untuk ikut andil
memiliki perusahaan tempat ia bekerja dengan cara ikut menanamkan modal dari
upah yang dia terima. Dengan cara itu, dalam jangke waktu tertentu, tenaga kerja
tersebut selain menjadi pekerja juga sekaligus sebagai pemilik.” Negara juga
berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. ftu tidak lain dari
pada pelaksanaan keadilan sosial.

Gagasan campur tangan negara dalam perekonomian menurut hukum
Islam? didasarkan pada sistem ekonomi Islam yang tegak di atas tiga landasan
yang saling berkaitan satu sama lain : 1) Unsur kejiwaan yang tumbuh dari iman
dan landasan-landasan aqidah yang mendorong timbuinya kegiatan-kegiatan
dengan tujuan moral, kemasyarakatan dan kemanusiaan. 2) Kaidah-kaidah tata
aturan yang apabila dilaksanakan akan menjamin lahimya masyarakat yang
mempunyai gairah kerja, rasa keadilan dan solidaritas yang tinggi, dengan tetap
memperhatikan kenyataan adanya perbedaan-perbedaan kesungguhan kerja

dan kemampuan perseorangan di antara para anggotanya. 3) Penguasa yang

® Hidajat Nataatmaja, Pemikiran ke Areh Ekonomi Humanistik, Cet. 1 (Yogyakarta:
PLP2M, 1884), him. 101,

? |stiah hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam a-Qur'an dan literatur hukum
dalam Islam. Yang ada adalah kata syari'ah, figh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Prof.
Hasbl ash-Shiddiegl dalam bukunya Filsafat Hukum islam, Cet. 5 (Jakarta: Bulan Bintang, 1883),
him. 21, mendefinisikan hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fugaha dalam menerapkan
syari'ah [slam dengan kebutuhan masyarakat”. Prof. Dr. Amir Syarifuddin dalam bukunya
Pembaheruan Pemikiran Dalam Islam, Cet. 2 (Padang: Angkasa Raya, 1883), him. 18,
mendefinisikan hukum Islam sebagal "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan
sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakul dan diyakini berlaku dan
menglkat untuk semua yang beragama Islam®. Darl definisl yang dikemukakan dl atas, dapat
dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syari'ah dan hukum figh, karena artl syara' dan
figh terkandung di dalamnya. Pengertlan hukum Islam Inllah yang akan penyusun pakal dalam
penulisan skripsi ini.



berusaha untuk tegaknya nilai-nilai keadilan, melindungi kepentingan
perseorangan dan masyarakat serta menjamin terwujudnya keseimbangan dan
kecukupan dalam kehidupan masyarakat. Negara menurut ajaran Islam
berkewajiban menjamin tegaknya keadilan dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan
hidup rakyat. Untuk melaksanakan kewajibannya itu, Islam memberi wewenang
pada penguasa untuk mengadakan peraturan-peraturan, dan apabila perlu
dibenarkan juga menggunakan kekuatan guna terlaksananya peraturan-
peraturan yang dikeluarkan.'”

Adanya ketiga unsur tersebut memungkinkan negara mengadakan
campur tangan dalam bidang perekonomian guna mencegah terjadinya
kepincangan-kepincangan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat
kebebasan perseorangan yang digunakan kurang tepat untuk mendapatkan

kecukupan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.

B. Pokok Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat
ditentukan pokok masalah yang dapat penyusun analisa, sebagai berikut :
“Bagaimanakah pemikiran Moh. Hatta tentang peran pemerintah dalam

ekonomi sosialis Indonesia ditinjau berdasarkan hukum Islam ?”

9 Ahmad Azhar Bashir, Garis-garis Besar., him. 69.
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C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penulisan
a. Menjelaskan dan kemudian memahami ide Moh. Hatta tentang sistem
ekonomi sosialis Indonesia yang merupakan dasar dari sistem
perekonomian indonesia saat ini.
b. Menelaah dan menganalisa pemikiran Moh. Hatta tentang sistem
ekonomi sosialis Indonesia dalam tinjauan hukum Islam.
2. Kegunaan Penulisan
a. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah intelektual
khususnya mengenai peran negara dalam perekonomian di Indonesia
yang sementara ini masih menjadi perdebatan.
b. Sebagai perbandingan pemikiran bagi umat Islam pada khususnya
dan masyarakat Indonesia pada umumnya dalam memahami

pemikiran Moh. Hatta tentang sistem perekonomian di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dr. Haji Mohammad Hatta (Bukittinggi 12 Agustus 1902 - Jakarta, 14
Maret 1980) adalah Negarawan, Proklamator kemerdekaan, juga sebagai wakil
presiden Republik Indonesia pertama.

Sebagai seorang tokoh pejuang pergerakan yang sekaligus sebagai-
ekonom yang sangat handal, Beliau telah banyak menelorkan pemikiran-
pemikiran dalam berbagai bentuk referensi, khususnya dalam bidang ekonomi,

yang antara lain adalah tentang sistem ekonomi sosialis Indonesia.



Studi dan analisa atas pemikiran Moh. Hatta mengenai Sosialisme
Indonesia sudah banyak dilakukan, baik oleh para ekonom yang memang
berkompeten di bidangnya maupun yang bukan. Buku yang membahasnya
banyak ditemukan, namun karena kajian Sosialisme Indonesia itu sangat luas,
menjadikan arah yang dikembangkan menjadi berbeda hasilnya. Hal ini tidak
terlepas dari latar belakang obyek pandang yang mendasari penyusunan buku-
buku mereka. Buku dengan judul “Wawasan Ekonomi Pancasila”'”, membahas
berbagai komentar tentang latar belakang munculnya ekonomi pancasila
dengan memfokuskan pembahasan pada sosialisme indonesia. Buku ini tidak
melibatkan diri dalam justifikasi hukum dan ideologi islam secara mendetail,
melainkan hanya meneliti prinsip-prinsip ajaran islam yang terkandung olehnya.
Hal ini karena buku yang dimaksud sebenarnya hanya merupakan salah satu
hasil seminar, jadi hanya merupakan kumpulam makalah.

Buku dengan judul “Dinamika Ekonomi dan Iptek dalam
Pembangunan”,’”? membahas tentang alasan-alasan dan argumentasi Moh.
Hatta untuk menolak sistem ekonomi liberal dan memilih untuk menggunakan
sistem ekonomi sosialis indonesia yang religius. Kerangka pembahasan buku ini
diarahkan pada terbentuknya sistem ekonomi terpimpin. Buku ini juga
merupakan kumpulan makalah, sehingga pembahasannya kurang luas.

Buku dengan judul “Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa”,™
karya M. Dawam Raharjo, membahas tentang ide sosialisme indonesia mulai

dari zaman pergerakan kebangsaan, yaitu sejak terbentuknya Syarekat Islam

") Abdul Madjid dan Sri Edi Swasono (ed.), Wawasan Ekonomi Pancasila, Cet. 1
(Jakarta: Ul Press, 1988).

" M. Rusli Karim dan Faudzie Ridjal (ed.), Dinamika Ekonomi dan Iptek dalam
Pembangunan, Cet. 1 (Yogykarta: Tiara Wacana, 1989).

¥ M. Dawam Raharjo, Intelektual Intelegensia dan Prilaku Politik Bangsa, Cet. 1
(Bandung: Mizan, 1993), him. 240-241.



sampai pada masa kemerdekaan dengan memasukkan dasar-dasar dari ajaran
islam, terutama tentang konsepsi sistem koperasi. Namun demikian
pembahasannya kurang mendetail, karena lebih difokuskan pada perjuangan
merebut kemerdekaan.

Buku dengan judul “Islam Kemodernan dan Keindonesiaan”,’” karya Nur
Kholis Madjid, pada bab |l (islam dan cita-cita keadilan sosial), menganalisa
tentang prospek sosialis indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial. Arah
pembehasan dalam buku ini hanya berkisar pada penekanan religiusitas dalam
perjalanan sosialisme ke depan, yaitu dengan mencari sumber-sumber motivasi
dan dasar-dasar justifikasi yang terdapat dalam agama. Namun pembahasannya
hanya secara garis besar saja tanpa penjelasan yang luas.

Dengan demikian, kajian tentang sosialisme indonesia dalam pandangan
Moh. Hatta, ditinjau secara mendalam berdasarkan hukum Islam belum pernah
dilakukan oleh seorang penulispun.

Adapun buku-buku sebagai pegangan penulis untuk menganalisa sistem
ekonomi sosialis Indonesia tersebut antara lain adalah “Gans Besar sistem
Ekonomi Islam”, karya Ahmad Azhar Basyir, MA., Buku dengan titel “Pasar
Bebas, Keadilan dan Peran Pemernintah, karya A. Sonny Keraf, serta buku-buku
lain yang menunjang dalam penulisan ini yang berbahasa arab antara lain kitab
“Tafsir Al-Manar’,’” karya Muh. Rasyid Rida, khususnya pada bagian ayat yang
berhubungan dengan masalah ekonomi, kitab “/hya’ulumiddin”'® karya Al-

Ghazali, pada bagian tentang Amar Ma'ruf Nahi Munkar, disebutkan tentang

" Nur Kholis Madjid, /slam Kemodernan dan Keindonesiazn, Cet. 8 (Bandung: Mizan,
1995).

' Muhammad Rasyid Rida, Tafsir al-Manar (Kairo: Dar al-Fikr, 1374 H), Jilid 3.

' lonu Hamid Al-Ghazali, Ihya uldmiddin (Kairo: Dar al-Fikr, 1356 H), Juz 7.
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institusi hisbah sebagai alat kontrol terhadap kecurangan-kecurangan pasar,
kitab “Al-Ahkam As-Sultaniyah”'” karya Al-Mawardi, di samping buku-buku lain

yang tidak mungkin disebutkan satu persatu di sini.

E. Kerangka Teoritik

Pemerintah merupakan suatu institusi yang sangat dibutuhkan oleh
masyarakat. Dalam menggambarkan dibutuhkannya sebuah negara, Ibnu
Taimiyah mengatakan bahwa mengatur segala urusan masyarakat merupakan
hal penting yang diperlukan (wajibat) dalam agama (ad-Din). Seluruh manusia di
dunia tidak bisa disempurnakan urusannya kecuali melalui organisasi
masyarakat yang baik (jtima’). Karena mereka saling membutuhkan satu sama
lain dan masyarakat seperti itu sangat membutuhkan pemimpin.'®

Dalam Islam, masalah pemerintahan merupakan salah satu persoalan
yang problematis. Persoalan ini melibatkan ketegangan antara yang sakral dan
profan, atau dalam konteks iimu politik dapat disebut sebagai tensi antara raison
d’etat dengan hukum ilahiyah.

Dalam merumuskan tentang teori politik Islam, para iimuwan muslim
terbagi ke dalam dua kelompok; Pertama, kelompok yang mendasarkan rumusan
teorinya dengan kecenderungan memulainya berdasarkan syari'ah, seperti al-
Mawardi dan Ibnu Taimiyah; Kedua, kelompok yang cenderung kepada siyasah’
ketimbang syari'ah, seperti al-ldris dan Ali Abd ar-Raziq. Kedua kelompok
tersebut terlibat dalam ketegangan yang kontinue. Kontroversi mengenai periu

tidaknya negara Islam adalah indikasi dari adanya ketegangan tersebut.

0 Al-Mawardi, Al-Ahkam as-Sultaniyah, Bab "Fi Ahkami al-Hisbah", (Beirut: Dar al-Kutub
1. 1), him. 299.

'® A.A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah, alih bahasa Anshari Thayib, Cet. 1
(Surabaya: P.T. Bina limu Offset, 1997), him. 215.



Terlepas dari adanya ketegangan tersebut, dalam mengkaji mengenai
pemerintahan ini, penyusun menggunakan konsep yang bertolak dari asumsi
bahwa Islam merupakan agama yang universal yang didalamnya terkandung
dasar-dasar tata negara, terutama tentang penyelenggaraan pemerintahan atau
negara. Asumsi ini sekaligus membenarkan pandangan yang lebih
mengedepankan nilai-nilai Islam (syan’ah) dalam penyelenggaraan suatu
pemerintahan (siyasah).

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa Siyasah as-Syariyah dalam hukum
Islam merupakan pintu yang luas bagi pemerintah islam untuk dapat masuk guna
mewujudkan kemaslahatan yang dipandangnya munasibah (patut) dengan
membuat peraturan dan mengambil tindakan penyelamatan yang dipandangnya
mampu memperbaiki kondisi tertentu selama tidak bertentangan dengan nash
dan kaidah yang jelas.'®

Al-Mawardi, Abu Ya'la, dan Ibnu Khaldun membedakan antara dua tipe
pemerintahan, yaitu sebuah negara yang didirikan berdasarkan akal (‘aqliyah)
dan yang berdasarkan hukum wahyu (syar’ah) . Model yang pertama
diselenggarakan sekedar sebagai institusi yang dibutuhkan untuk menjaga
kepentingan bersama dari ketidakadilan, perpecahan dan anarkhi, dan
diusahakan untuk kepentingan manusia dalam urusan dunia. Sementara itu
model yang kedua dikembangkan untuk melakukan penegakan secara positif
hukum dan keadilan bagi para pemercaya (beriman) dan para pengikut. Di atas
semua itu diperhitungkan sebagai jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup di

dunia dan akhirat® Sehubungan dengan ini, al-Quran juga telah

'¥ Yusuf Qardhawi, Fatwa-fatwa Kontemporer, alih bahasa As'ad Yasin, Cet. 5 (Jakarta:
Gema Insani Press, 1996), | : 732.

% lbnu Taimiyah, As-Siyasah asy-Syariyyah, (Kairo: Dar as-Sab, 1971), him., 42.



memerintahkan kaum muslimin untuk taat kepada pemerintah sebagaimana

dinyatakan dalam firman Allah :

20 oSia a¥V (5l g Jigna ) gmdal g dih 1 gadal gl (il gy

Sementara itu dalam suatu hadits, dinyatakan bahwa status kekuasaan
pemerintahan itu adalah amanat dari Allah.
2 g e o2 ool 5 Ly aAAT (ya V) Aalaig (5 53 Al g L AT L
Sehubungan dengan amanat yang terkandung dalam pemerintahan
menurut Islam tersebut, Yusuf Musa menjelaskan, bahwa dalam suatu
pemerintahan Islam, setidaknya terdapat tiga asas fundamental yang harus
dipenuhi dalam penyelenggaraannya, yaitu: 1) syura yang harus dilaksanakan
terutama dalam masalah yang menyangkut kepentingan umum; 2) keadilan
umum yang wajib dilaksanakan oleh seluruh aparat pemerintahan; 3) mendapat
dukungan dari orang-orang yang kuat dan jujur.®
Dalam terminologi ekonomi, Ibnu Taimiyah selanjutnya mengatakan
bahwa keadilan dari penguasa berarti Pertama, ia akan meminta dari
masyarakat yang benar-benar sesuai dengan adil, dan penduduk sebaiknya
segera memenuhinya tanpa berusaha menghindar. Kedua, berkaitan dengan
masalah distribusi. Kebijakan yang adil adalah jika penguasa memberikan

ganjaran kepada siapa saja yang memang berhak diberi ganjaran dan

2 An-Nis¥ (4) : 59.

# Imam Muslim, “Sahih al-Muslim’, Kitab “al-Imarch’, Bab “Karahah al—imarah bi Ghairi
Darurarah” (Beirut: Dar al-Fikr al-'llmiyah, t.t.), I : 124,

M. Yusuf Musa, Nizam al-Hukm fi al-Isidm (Mesir: Jami'ah ad-Duwal al-Arabiyah, 1962),
him. 177.
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mengingkari siapa saja yang memang tidak berhak. Sebaliknya penduduk tidak
akan meminta yang bukan menjadi haknya.?¥

Masalah yang sangat membutuhkan keadilan adalah bahwa setiap orang
memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi produktif atau melakukan
kegiatan bisnis dan tak seorangpun dibolehkan melakukan monopoli sehingga
mengabaikan hak orang lain untuk melakukan produksi dan perdagangan.
Dengan cara yang sama, upah dan kerja harus diatur oleh negara, karena sangat
dibutuhkan untuk mengawasi dari adanya eksploitasi untuk menciptakan sebuah
kondisi yang lebih baik dan untuk melindungi kepentingan penduduk.
Perlindungan tersebut untuk membentuk dan membimbing perekonomian melalui
pelarangan atau merangsang perdagangan, melalui pekerjaan umum, dan
membantu harga serta upah juga perlindungan terhadap hak milik untuk
menimbulkan ketentraman bagi masyarakat.

Secara lebih rinci, maududi memberikan empat prinsip yang menjadi
landasan bagi negara, antara lain: mengakui kedaulatan Tuhan, menerima
otoritas Nabi Muhammad SAW., memiliki status “wakil Tuhan”, dan menerapkan
musyawarah. Berdasarkan prinsip tersebut, maka kedaulatan yang
sesungguhnya berada di tangan Tuhan. Nama yang lebih cocok untuk politik
Islam adalah “Kerajaan Tuhan” (kingdom of God).?

Hal senada dikemukakan oleh al-Mawardi, menurutnya kepemimpinan
negara sesungguhnya merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian

guna memelihara agama dan mengatur dunia. Oleh karena itulah, ia merupakan

% Bandingkan dengan Ibnu Khaldun, Mugaddimah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), him. 150-151.
Bandingkan pula dengan al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sui{anfyah (Mesir: M. al-Babi, 1973), him. 43.

%) Abu Al-A'la al-Maududi, Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam, alih bahasa Asep
Hikmat , (Bandung: Mizan, 1990), him. 159.
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tuntutan syari’ah dan dengan demikian sudah seharusnya ia mendasarkan pada
prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum Isiam.?®

Dalam memandang pentingnya suatu pemerintahan, Ibnu Taimiyah
mengatakan bahwa adanya suatu negara atau pemerintahan, sesungguhnya
merupakan wahana untuk menegakkan agama maupun untuk mendekatkan diri
kepada Allah SWT. karena Allah sendiri telah mewajibkan amar ma'ruf nahi
mungkar, sementara upaya untuk itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa
adanya quwwah (otoritas) dan imarah (pemerintahan). Demikian juga seluruh
rangkaian ibadah yang diwajibkan oleh Allah, seperti jihad, menegakkan
keadilan, haji, dil. tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa adanya otoritas
kepemimpinan.?”

Dari berbagai pandangan pemikir muslim di atas, jelas bahwa adanya
suatu negara menuntut suatu penerapan hukum Islam dalam penyelenggaraan
negara itu sendiri untuk mencapai kemaslahatan manusia.

Dengan mengaitkan antara pemerintah dan maslahah inilah, maka wajib
bagi pemerintah melakukan intervensi terhadap segala sesuatu yang sekiranya
dapat mendatangkan kemadaratan atau kerugian bagi masyaraket untuk
mewujudkan suatu keadilan. Sedangkan bentuk intervensi yang dilakukan
pemerintah, menurut Monzer Kahf dapat dijalankan dengan melakukan

perencanaan, pengawasan, dan juga dapat bertindak sebagai produsen maupun

konsumen.??

%) Khalld Ibrahim Jindan, Teori Pollik Isiam: Telesh Krtis (bn Teimiyah Tenfang
Pemerintahan Islam, alih bahasa Masrohin, (Surabaya: Risalah Gustl, 1885), him. 12. ¥ (bn
Taimiyah, As-Siyaseh asy-Syariyah (Beirut: Dar al-Kutub aklimiyah, 1988), him. 138,

7 |bn Talmiyah, As-Skaseh asy-Syarfyyah (Belrut Dar a-Kutub ak-limiyah, 1888), him.
138,

%) Monzer Kahf, Ekonomi Isiam: Telaah Analltic Terhedap Fungs! Sisterm Ekonomi Islam,
allh bahasa Machnun Husein, Cet. 1 (Yoagyakarta: Pustaka Pelajar, 1885), him. 58.



Meski demikian bentuk intervensi apapun yang dilakukan pemerintah,
semuanya harus mengacu kepada amar ma’ruf nahi mungkar atau untuk
menegakkan kemaslahatan umum. Dengan titik tekan bahwa apapun yang
dilakukan harus berproses kepada maqasid hukum, di mana pertimbangan
hukum diukur berdasarkan kadar kemaslahatan yang ada dalam suatu tindakan

atau aktivitas hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian kepustakaan
(library research), oleh karena itu penyusun melakukan pengumpulan data-
data yang sifatnya literer baik yang berupa buku-buku, makalah seminar,
serta dokumen lain yang ada kaitannya dengan peran pemerintah dalam
ekonomi sosialis Indonesia menurut Moh. Hatta dan Peran pemerintah dalam
ekonomi menurut hukum Isfam.
2. Metode Analisa Data

Dalam menganalisa data dan materi yang disajikan, metode yang
penyusun gunakan adalah :

a. Metode induktif, yaitu metode yang penyusun gunakan untuk
menganalisa permasalahan yang sifatnya khusus yang berangkat dari
pemikiran Moh. Hatta tentang nilai-nilai kolektifitas, kebersamaan,
kegotongroyongan dalam kehidupan ekonomi pedesaan untuk
kemudian dari yang khusus itu ditarik generalisasi-generalisasi yang

sifatnya umum dalam sebuah kerangka ekonomi sosialis \ndonesia.?®

) sutrisno Hadi, Metodologi Research, Cet. 24 (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), | : 42



b. Metode Deduktif, yaitu metode yang penyusun gunakan untuk
menganalisa fakta-fakta umum yang ada dalam sistem ekonomi
sosialis Indonesia terutama mengenai ekonomi koperasi untuk
kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan ekonomi
sosialis Indonesia yakni peran pemerintah dalam perekonomian.
3. Metode Pendekatan

Karena penyusun melakukan penelitian terhadap pemikiran Moh.
Hatta tentang peran pemerintah dalam ekonomi sosialis Indonesia dengan
cara mengumpulkan pemikiran-pemikiran dan konsep-konsepnya yang
tersebar yang seluruhnya diorientasikan pada nilai-nilai yang ada dalam
obyek pembahasan untuk dianalisa berdasarkan hukum Islam, maka

penyusun menggunakan pendekatan normatif.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini penyusun tuangkan dalam lima bab yang secara
logis saling berhubungan dan terkait satu sama lain.

Bab satu memuat tentang pendahuluan dari penelitian ini yang berisi hal-
hal yang melatarbelakangi penelitian, masalah yang akan diteliti, penefitian awal
penyusun terhadap tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pemikieran Moh. Hatta
tentang peran pemerintah dalam ekonomi sosialis Indonesia serta metode yang
penyusun gunakan untuk menyelesaikan permasalahan.

Bab dua memuat gambaran umum tentang peran negara dalam
perekonomian menurut hukum Islam. Di sini penyusun menampilkan prinsip-

prinsip hukum Isfam tentang ketatanegaraan, ter.ang peran pemerintah daiam
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perekonomian, dan dasar-dasar tentang keadilan yang di dalamnya dimuat

tentang prinsip amar ma'ruf nahi mungkar.

Bab tiga menampilkan Perjalanan hidup Moh. Hatta beserta pemikiran-
pemikirannya terutama mengenai sistem Ekonomi Sosialis Indonesia dengan
segala permasalahannya yang ada. Dengan pembahasan ini akan diketahui hal-
hal apa saja yang melatarbelakangi munculnya Sistem Ekonomi Sosialis
Indonesia serta masalah apa yang terdapat didalamnya, yang kemudian
pemikiran tersebut akan dimasukkan dalam fungsi pokok negara untuk
memberikan arahan yang tegas dalam analisa.

Pada bab empat penyusun akan menganalisa pemikiran Moh. Hatta
tentang peran pemerintah dalam ekonomi sosialis Indonesia yang meliputi
landasan konstitusionainya, serta perwujudan dari peran pemerintah tersebut
dalam perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam.

Akhirnya pada bab lima sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian
pembahasan, dimuat kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang mungkin

relevan dengan filosofi perekonomian Indonesia.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapatlah ditarik kesimpulan,
bahwa pemikiran Moh. Hatta tentang peran pemerintah dalam ekonomi sosialis

Indonesia ditinjau berdasarkan hukum Islam, adalah sebagai berikut:

1 Sistem ekonomi sosialis Indonesia merupakan sistem ekonomi yang
menonjolkan persaudaraan, persamaan, dan kegotongroyongan dalam
pelaksanaannya. Sebagai wadah dalam penerapan sistem tersebut, lembaga
koperasi yang merupakan badan usaha yang bercirikan kolektifitas, sangat
cocok untuk dipakai. Peran pemerintah dalam hal ini, diwujudkan melalui
penciptaan peluang-peluang untuk memudahkan jalannya koperasi dalam
rangka proses koperatisasi ekonomi. Karena lembaga koperasi yang ada
saat ini, masih belum mampu bersaing dengan sektor usaha swasta yang
cenderung kepada penindasan, monopoli, dalam kerangka kapitalis. Dalam
hukum Islam, hal demikian dibolehkan dengan landasan prinsip amar ma'ruf
nahi munkar, yaitu menghilangkan kemungkaran-kemungkaran termasuk
kemungkaran yang terdapat dalam perekonomian.

2. Peran langsung pemerintah sosialis Indonesia dalam perekonomian
diwujudkan melalui penguasaan atas cabang-cabang produksi yang
menguasai hajat hidup orang banyak, yang dalam pelaksanaannya bisa
diserahkan kepada usaha swasta dengan pengawasan dan
pertanggungjawaban secara langsung kepada pemerintah. Dan dalam

hukum Islam, hal demikian dibenarkan berdasarkan pada asas pemilikan

75
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umum atau sosial atau pemilikan oleh negara untuk kepentingan masyarakat

umum.

B. Saran-saran

Hukum lIslam pada saat ini menempati posisi yang sulit. Di satu sisi ia
harus stabil dan kokoh, di sisi lain ia juga harus berubah, menyesuaikan diri
dengan tuntutan masyarakat yang senantiasa berubah searah dengan
perkembangan zaman. Oleh karena itu, umat Islam di dunia pada satu pihak
memerlukan keberadaan hukum Islam sebagai hukum agama yang dapat
mengayomi kehidupan dunia dan akhirat, di pihak lain umat Islam melihat hukum
Islam yang saat ini telah terformulasikan dalam kitab-kitab figh yang telah
berhasil dirumuskan oleh para mujtahid dahulu, dalam beberapa hal tidak dapat
lagi diharapkan untuk dapat mengayomi kehidupan keduniaan.

Merupakan suatu keharusan bagi untuk melakukan pengkajian hukum
Islam secara kontinue guna memahami hikmah dan rahasia yang terkandung di
dalamnya, baik yang tersurat maupun tersirat. Kemuadian hasil dari semua itu,
dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam merumuskan hukum-hukum
yang baru, yang belum ada ketentuannya dalam al-Quran dan as-Sunnah
maupun dalam kitab-kitab figh, agar supaya hukum Islam tetap relevan dan
selalu aktual mengikuti perkembangan zaman, sebagaimana aktuainya hukum
Islam pada masa perumusannya oleh para mujtahid dahulu yang disesuaikan
dengan situasi, kondisi, tempat, serta adat kebiasaan yang berkembang dan
berlaku di masyarakat.

Oleh karena itu, para ahli dan cendekiawan hukum Islam saat ini,

hendaknya tanggap dalam menghadapi perkembangan zaman, dan lebih teliti



ik

dalam mengkaji hukum Islam dengan mengetahui dan memperhatikan suatau
tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku dan berkembang di sekitarnya, agar
hukum Islam itu tidak menyulitkan, bahkan memberikan madarat dalam

masyarakat.
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